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ABSTRAK
Nama : Murba
Nim : 30600113197
Prodi : Ilmu Politik
Judul               : Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone
Skripsi ini mengkaji tentang implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa
Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat
berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong. Penelitian ini
menggunakan metode peneltian kualitatif, dengan melalui dua metode  pengumpulan data  yaitu
pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua
secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs
internet terkait dengan judul penelitan.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di
Desa Erecinnong masih belum memenuhi harapan masyarakat atau masih mengecewakan (tidak
optimal), karena beberapa program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dalam
bidang jalanan yang masih tidak terlihat ada perubahan dari beberapa tahun silam, listrik dan
jaringan yang masih belum terealisasi hingga saat ini bahkan beberapa tahun belakangan ini
kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Selanjutnya mengenai faktor
penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong ada
beberapa faktor yaitu 1)keterbatasan anggaran. 2) Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara
pemerintah dan masyarakat. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan
pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah sehingga kondisinya cepat rusak. Dan
beberapa faktor lain seperti ketidak bersatuan masyarakat Desa Erecinnong dan kurangnya
partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah, dan kurangnya kepedulian masyarakat
dalam pembangunan desa serta konstruksi bangunan yang kurang bagus.
Implikasi penelitian ini adalah 1) Perlu adanya tata kelola anggaran dana desa yang
transparan dan jeli sehingga anggaran itu sesuai dengan peruntukannya. 2)Pemerintah
diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap implementasi pembangunan infrastruktur di
Desa Erecinnong khususnya dalam bidang jalanan yang jauh dari kata baik, listrik dan jaringan
yang hingga saat ini belum terealisasi. 3) Pemerintah desa harusnya dalam setiap diadakannya
musrembang selalu membahas tentang implemntasi pembangunan di Desa Erecinnong sehingga
pembangunan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah
besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda
dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan
kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial,
seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi,
kelembagaan dan budaya1.
Untuk mendorong kesatuan ekonominya maka pemerintah diharapkan
mampu menetapkan program pemerataan pembangunan berskala nasional yang
mencakup semua wilayah2. Seperti yang kita kertahui bahwa saat ini
pembangunan nasional disokong oleh unsur-unsur pembangunan  daerah atau
lebih dikenal dengan membangun indonesia dari desa, karena kamajuan desa
sangat mempengauruhi kemajuan perekonomian di indonesia. Era reformasi,
demokratisasi, dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas pada daerah
1Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Makassar: Alauddin University
Press, 2014), h. 2.
2Susantono Dkk, Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah (Jakarta: Esensi Erlangga Group,
2010), h. 99.
2untuk terus berkembang dan memanfaatkan potensi wilayah untuk memakmurkan
masyarakatnya.
Jika kita berbicara masalah pembangunan maka kita tidak akan terlepas
dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa
pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak
terkecuali pembanguan pertanian dan pedesaan3. Di berbagai pelosok tanah air
masih terdapat ribuan daerah pedesaan yang sangat timpang keadaannya termasuk
Desa Erececinnong, dibandingkan dengan kota yang lengkap akan sumber daya.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital
untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang
peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.Ini
mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat
dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi,
sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari
pembangunan ekonomi selanjutnya.
Maka arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat kita
lihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan
pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan
memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk
mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui
3Arif Satria Dkk, Menuju Desa 2030 (Bogor: Crestpent Press, 2011), h. 232.
3kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang
berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatanya.
Dapat dilihat dalam sebuah hadis menjelaskan tentang bagaimana
pentingnya pembangunan dalam suatu wilayah/ daerah :
 َر ِما ﱠﻮَﻌْﻟا ِﻦْﺑ ِﺮَْﯿﺑ ﱡﺰﻟا ْﻦَﻋ ِﮫﯿَِﺑأ ْﻦَﻋ ٍمﺎَﺸِھ ْﻦَﻋ ٌﺐَْﯿھُو َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺪََﺳأ ُﻦْﺑ ﻰﱠﻠَﻌُﻣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َﻲِﺿ
 ﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ ُْﺧَﺄَﯿﻓ ًُﻼﺒَْﺣأ ْﻢُﻛُﺪََﺣأ َﺬُْﺧَﺄﯾ َْنَﻷ َلَﺎﻗ َﻢ ْﻦِﻣ ًﺔَﻣْﺰُﺣ َﺬ
ﺧأ) َِﻊﻨُﻣ َْمأ َﻲِﻄُْﻋأ َسﺎﱠﻨﻟا ََلﺄَْﺴﯾ َْنأ ْﻦِﻣ ٌﺮْﯿَﺧ َُﮫﮭْﺟَو ِﮫِﺑ ُ ﱠﷲ ﱠﻒَُﻜَﯿﻓ َﻊِﯿَﺒَﯿﻓ ٍﺐَﻄَﺣ ﮫﺟﺮ
(ىرﺎﺨﺒﻟا
Terjemahnya:
Diberitakan kepada kami Mua’lla ibn Asad, diberitakan kepada kami
Wuhaib, dari Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair ibn al-Awwam r.a, dari
Nabi Saw. bersabda: “Sungguh alangkah baik jika salah seorang diantara
kalian (umatku) yang mencari seikat kayu bakar dan mengikatnya kemudian
memikulnya dan menjualnya dengan membuka wajah (tanpa rasa malu}
karena Allah, daripada meminta-minta kepada orang lain baik diberi maupun
tidak. (HR. Al-Bukhari)4”
Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu pilar dalam pembangunan
adalah pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia yang semuanya
dalam kerangka ibadah kepada Allah Swt. Hal ini mempertegas bahwa kemalasan
merupakan pangkal dari kemiskinan. Apalagi banyak hadis yang menjelaskan
bahwa Rasulullah Saw. sendiri sering berdoa agar terlindung dari sifat malas dan
kemiskinan. Malas, miskin, dan kebodohan akan menjerumuskan manusia pada
kehinaan. Jadi Pembangunan suatu wilayah harus dimulai dari membangun
4Muhammad Ibn Ismail Abu ‘Abdullah Al-Bukhari Al-Ju’fi, Al-Jami’ Al-Musnad Al-Sahih Al-
Mukhtasar Mij Umur Rasulillah Wa Sunnanih Wa Ayyamih Juz III (Cet: 1dar Tauq Al-Najah,
1422 H), H. 113.
4individu-individu yang menempati wilayah tersebut, bukan hanya dengan
bangunan-bangunan fisik saja yang menghiasi wilayah tersebut. Bagaimana
mungkin membangun suatu gedung yang tinggi dan megah kalau fondasinya
lemah? Kemudian bagaimana memulai pembangunan tersebut? Maka dalam hal
ini, ada beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan, seperti yang
tersirat dari hadis di atas, yaitu terdiri dari faktor sumber daya manusia, sumber
daya alam, pembentukan modal, dan kewirausahaan serta teknologi.
Kebijakan infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah,
yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. Strategi ini pernah dilakukan
Amerika Serikat dan Eropa pada masa krisis tahun 1930-an. Atau, contoh kasus
China yang saat ini melakukan kombinasi strategi kebijakan pengembangan
infrastruktur, yang dipadukan dengan strategi daya saing ekspor.Jadi, tidak salah
jika pemerintah menggiatkan perhatian publik terhadap infrastruktur, sekaligus
melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur. Namun, masalahnya adalah
apakah implementasi strategi dan kebijakan tersebut bisa berjalan efektif di
lapangan5.
Suatu daerah jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa dipastikan
sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, jika suatu
daerah memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan ekonominya pun
cenderung tidak begitu bagus.Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat
5Artikel, Kebijakan Infrastruktur,Kritis Pada Implementasi, Oleh Didik J Rachbini, diakses pada
tanggal 16-09-2016 pukul 21:30 WITA.
5di pengaruhi oleh pembangunan infrastrukturitu sendiri.
Sebagaimana dalam QS.  Asy-Syu’ara/26:151-152
              
Terjemahnya :
Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati
batas.Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak Mengadakan
perbaikan".6
Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa bagaimana kita diperintahkan
oleh allah untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak alam kita,
melainkan kita harus melakukan upaya untuk melakukan perbaikan pada negeri
kita yaitu salah satunya dengan memperbaiki adanya pembangunan yang
berkelanjutan. Salah satunya yaitu dengan memperbaiki pembangunan
infrastruktur di desa  karena pembangunan infrastruktur itu sangat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karna Allah sangat membenci orang-orang
yang selalu melakukan kerusan tanpa melakukan sebuah perbaikan.
Berangkat dari pernyataan di atas maka disini penulis mencoba membahas
tentang, Studi Terhadap Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di
Desa Erecinnong adanya ketertarikan penulis untuk mengangkat judul ini dengan
melihat fenomena yang yang terjadi di Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani,
Kabupaten Bone. Penulis melihat adanya implementasi pembangunan
6Departemen Agama Republic Indonesia Al-Qur’an Al-karim Dan Terjemahannya (Cv
Pustaka “AS”), h. 340.
6infrastruktur yang tidak terealisasi dengan baik itu dapat dilihat pada kondisi
infrastruktur jalan yang masih sangat memprihatikan dan jaringan serta listrik
yang masih belum ada sampai sekarang. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa
yang masyarakat inginkankan, masyarakat sangat resah tanpa adanya infrastruktur
seperti jaringan, listrik dan jalanan yang beraspal. Seperti yang kita ketahui bahwa
listrik, jaringan, dan jalan merupakan infrastruktur perangkat keras yang artinya
bahwa infrastruktur ini harus ada demi kemajuan ekonomi suatu daerah. Dengan
ketiadaan infrastruktur diatas maka bisa dikatakan bahwa Desa Erecinnong ini
memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik.
Padahal dalam QS  Huud/11: 61 telah di jelaskan bahwa :
                 
                      

Terjemahnya :
Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan
selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan
kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian
bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya)
lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).7
7Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Qur’an Al-karim Dan Terjemahannya (Cv
Pustaka “AS”), h. 200.
7Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan kita dari tanah
dan menjadikan kita sebagai pemelihara dan pemakmur bumi, maka
sepantasnyalah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan  dimuka bumi yaitu
dengan melakukan perbaikan salah satunya yaitu perbaikan dibidang
pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah, bukan
malah sebaliknya melakukan kerusakan.
Maka dari itu penulis memulai tulisan ini dengan mengambil konsentrasi
kepada implementasi program pembangunan infrastruktur pada bidang listrik,
jaringan dan jalan yang layak di Desa Erecinnong, yaitu adanya keterhambatan
pembangun sehingga pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong ini tidak
terealisasi dengan baik dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah yang penulis
angkat yaitu :
1. Bagaimana implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa
Erecinnong?
2. Bagaimana faktor penghambat pembangunan infrastruktur di Desa
Erecinnong?
8C. Tujuan Penelitian dan Manfaat
1. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun tujuan dari
peneliatian ini yaitu:
a. Untuk mengetahuai bagaimana implementasi program pembangunan
infrastruktur di Desa Erecinnong.
b. Untuk mengetahuai bagaimana faktor penghambat pembangunan
infrastruktur di Desa Erecinnong.
2. Manfaat
Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut :
Skripsi ini bisa bermanfaat untuk seluruh  pembaca sebagai salah satu
acuan untuk mengetahui tentang implementasi program pembangunan
infrastruktur Desa Erecinnong dan memberikan manfaat tersendiri bagi
penulis di masa  yang akan datang dan dapat menambah wawasan penulis
terkait masalah yang diangkat yaitu implementasi program infrastruktur di
Desa Erecinnong.
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Karya Terdahulu
Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai judul ini
maka ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terkait judul diatas
yaitu :
1. “Jurnal yang berjudul pengaruh infrastruktur pada pembangunan ekonomi
wilayah indonesia”  oleh Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus
Tahun 2009. Hasil penelitian yaitu pembangunan infrastruktur diyakini
menjadi akselerator pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di
Indonesia menggunakan metode data panel. Model ini dibangun berdasarkan
pada Cobb-Douglasfungsi produksi. Dengan menggunakan data infrastruktur
dari 26 provinsi dengan menggunakan fixed Metode efek data panel, hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah
dipengaruhi oleh infrastruktur, seperti penyediaan listrik, jalan beraspal dan
air bersih. Selain itu, kegiatan produksi di Indonesia masih dikategorikan
sebagai laborintensive, ini ditunjukkan oleh fakta bahwa elastisitas tenaga
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kerja lebih besar dari elastisitas modal. Listrik memiliki dampak terbesar pada
pertumbuhan ekonomi, diikuti oleh jalan beraspal dan air bersih1.
2. “Jurnal yang berjudul Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia”  oleh Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah dan Myrnawati Savitri
Tahun 2014. Hasil disparitas pendapatan per kapita jelas antara Jawa dan luar
Jawa di Indonesia. Bukti ini menggunakan σ-konvergensi statistik.
Selanjutnya, jurnal ini mengidentifikasi determinan pendapatan per kapita
dengan mengadopsi model solo pertumbuhan dan β-konvergensi model. Hasil
menekankan menegaskan ketersediaan infrastruktur dasar termasuk listrik,
jalan dan transportasi laut dengan kondisi yang diperlukan untuk memperoleh
pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Selain itu, hasilnya menunjukkan
eksistensi dari β-konvergensi, yang mewakili laju daerah dengan rendah
pendapatan per kapita penangkapan lainnya daerah dengan pendapatan yang
lebih tinggi per kapita, di Indonesia dengan kecepatan 1,75% konvergensi;
atau setara dengan paruh 41.14 tahun. Selanjutnya, keterbukaan akan
meningkatkan produktivitas di kawasan itu karena spillover teknologi tinggi.2
3. “Skripsi yang berjudul Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur
Di Desa   Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto” oleh Sudarni
1Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus, Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan
Ekonomi Wilayah Di Indonesia (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan), Volume 2,  Nomor
222, Tahun 2009.
2Novi maryaningsih dkk, Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
(Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan), Volume 17, Nomor 1, Juli 2014.
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Tahun 2015. Hasil penelitian menggambarkan bahwa mekanisme pengelolaan
anggaran infrastruktur di Desa Bululoe berasal dari APBD kemudian
dilanjutkan pada SKPD untuk selanjutnya dimusyawarakan dalam
musrembang, setelahnya diserahkan pada Kelurahan atau Desa (pemerintah
setempat), untuk kemudian dialurkan ketiap-tiap Dusun. Namun dalam proses
pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Bululoe tidak
berjalan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini karena adanya kepentingan elit
politik dalam proses pengalokasian anggaran, belum lagi banyaknya pungutan
yang membebani pembangunan infrastruktur di Desa Bululoe, sebagian
masyarakat masih belum puas karena beberapa program pembangunan
khususnya perbaikan infrastruktur hingga saat ini belu terealisas3.
4. “jurnal yang berjudul Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Jawa Barat” oleh Abdul Maqin tahun 2011. Hasil penelitian yaitu
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh buktiempiris tentang (1) Kondisi
infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan listrik di Jawa Barat, (2)
pengaruh kondisi infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan,dan listrik, tenaga
kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi
Jawa Barat. Penelitian ini ditandai dengan penelitian deskriptif serta
verifikatif yang studinya bertujuan memberikan gambaran dan menemukan
verifikasi atau meninjau dan menguji keberadaan teori empiris hubungan
3 Sudarni, Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa   Bululoe Kecamatan
Turatea Kabupaten Jeneponto, (skripsi fakultas ushuluddin, filsafat dan poltik universitas islam negeri
alauddin Makassar 2015), h. IV
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variabel yang dirumuskan dalam model pertumbuhan ekonomi. Model
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi
hubungan antara variabel dan analisis data. Penelitian ini menggunakan
regresi untuk mengukur efek tetap compassing dari 22 kota dan kabupaten di
Jawa Barat. Menunjukkan bahwa (1) Kondisi infrastruktur jalan, pendidikan,
dan kesehatan semakin buruk, namun demikian infrastruktur listrik lebih baik
dari sebelumnya di Jawa Barat, (2) infrastruktur Listrik, tenaga kerja dan
belanja pembangunan harus positif dan pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Ini berarti jika tiga variabel sebelumnya meningkat,
maka pertumbuhan ekonomi akan menambah atau sebaliknya. Jalan dan
pendidikan infrastruktur berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, infrastruktur kesehatan memiliki korelasi
negatif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi4.
5. “jurnal yang berjudul Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap
Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara” oleh Ferdy Posumah tahun 2015.
Hasil peneltian Kabupaten Minahasa tenggara merupakan salah satu daerah
berkembang dengan tingkat pembangunan intfrastruktur yang cukup tinggi di
Sulawesi Utara baik itu dari sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor
pertanian. Tingkat pembangunan infrastuktur yang tinggi juga secara tidak
4Abdul Maqin, Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa
Barat (Trikonomika), Volume 10, No. 1, Juni 2011, Hal. 10–18
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langsung akan meningkatkan investasi. Hal ini mendorong pemerintah
meningkatkan jumlah infrastruktur di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh
pembangunan infrastruktur sektor pertanian, sektor kesehatan dan sektor
pendidikan terhadap investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2011 -
2013. Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi berganda
dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi - instansi terkait. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur sektor kesehatan
dan sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan
pembangunan infrastruktur sektor pertanian berpengaruh terhadap investasi.5
Ada beberapa yang membedakan penelitian penulis dan penelitian
sebelumnya yaitu kelima penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelti
sebelumnya membahas tentang bagaimana pembangunan infrastruktur itu
berfungsi sebagai roda penggerak perekonomian suatu daerah sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh penlis ini lebih berfokus pada bagaimana program
pembangunan diimplemnetasikan di Desa Erecinnong, dengan melihat bagaimana
proses-proses implememntasinya serta bagaimana faktor yang menghambat
implementasi pembangunan tersebut. Dan objek pembahasan dilokasi peneliti
yang berbeda terkait beberapa penelitian yang terkait dengan studi implementasi
pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong dan berfokus pada program
5Ferdy Posumah, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten
Minahasa Tenggara (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi) Volume 15, No. 02, Tahun 2015
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pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur, pengaruh implementasi
pembangunan di Desa Erecinnong, serta faktor yang menjadi penghambat
pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong, dan tentunya lokasi penelitan
yang berbeda pula dengan penelitian sebelumnya.
B. Tinjaun Teoritis dan Konseptual
1. Tata Kelola Dana Desa (ADD)
Pada hakekatnya, anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. APBD yang
merupakan perangkat ekonomis dari pendapatan dan belanja daerah,
merupakan gambaran tentang arah dan tujuan pembangunan di daerah dalam
kurun satu tahun anggaran. Sebagai kebijakan politik, APBD harus disusun
secara responsive, transparan dan akuntabel. Demikian juga dalam
pengelolaan alokasi dana desa ADD. ADD adalah bagian keuangan desa yang
diperoleh dari berbagai hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut peraturan
pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 bahwa
dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut
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peraturan daerah nomor 10 tahun 2007 tentang anggaran pendapat dan belanja
desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat
APBDES adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa ditetapkan
dengan peraturan desa dana alokasi desa terdapat pada bantuan keuangan
pemerintah kabupaten6.
2. Pembangunan dan Infrastruktur
a. Pembangunan
Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk
memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan
yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali
diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang
ekonomi. Untuk memungkingkan pelaksanaan pembangunan maka
dibutuhkan adanya  stabilitas politik karena stabilitas politik adalah sarana
penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan
mula-mula dipakai dalam arti pertumbuham ekonomi. Sebuah masyarakat
dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi
masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah
produktifitas negara tersebut setiap tahunnya.7
6Abdul Gaffar Karim, Persoalan Otonomi Daerah(Jakarta: Pustaka Pelajar,2006), H 295.
7Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga(Jakarta:PT. Gramedian Pustaka Utama,
1995), h.
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Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional
yang mencakup berbagi perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-
sikap masyarakat dan institusi-insititusi nasional, di samping itu tetap
mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penangan ketimpangan
pendapatan serta pengentasan kemiskinan8.  Sedangkan Menurut Rogers
dalam Risma Handayani pembangunan masyarakat pedesaan
pembangunan adalah proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas
dalam mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah
besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk
mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh
terhadap lingkungan mereka.9
Pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi
manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan
pokok yaitu kesejahtraan ekonomi (welfare), kebebasan (freedom), dan
identitas (identity), dan membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan
yaitu kemiskinan (proferty), kerusakan (descruction), tekanan (repression)
dan aliansi (alienation)10.
8 Tadaro, M.P. Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ke Tiga Terjemahan Dari Haris. M (Jakarta
: Erlangga 1992).
9Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Makassar:Alauddin University
Press, 2014), h. 12.
10Zubaedi, Pengembangan Masyrakat:Wacana Dan Praktik (Jakarta:Kencana Prenada Media
Group, 2013), h.
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Dalam pelaksanaan pembangunan maka sangat diperlukan adanya
strategi-strategi pembangunan agar pembangunan itu sesuai dengan
perencanaan. Perlu di catat bahwa tidak semua negara menganut strategi
pembangunan yang jelas biasanya, kebanyakan negara tidak mengikuti
strategi pembangunan yang dapat di idetifikasi dan sering kali berubah-
ubah.Ini diakibatkan karena melemahnya peran negara di NSB, dan bisa
juga akibat krisis ekonomi global. Bisa difahami apa peranan strategi
pembangunan bagi banyak negara saat ini cenderung menjawab
manajemen daripada melakukan transformasin sosial ekonomi. Pada
gilirannya hal ini mengurangi reverensi teori pembangunan11.
b. Infrastruktur
Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan
atau dibutuhkan oleh agenagen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan
dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan
pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi
dan sosial.
Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi
sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat.Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai
fasilitasfasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-
11Mudrajad Kuncoro, Ekonomika Pembangunan (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2010), h. 37.
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instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem
sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003)
The World Bank membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:
1) Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan
untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga,
telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan,
kanal, irigasi dan drainase) dan sector transportasi (jalan, rel,
pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan
rekreasi.
3) Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, control
administrasi dan koordinasi. Pemerintah melalui Peraturan Presiden
Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrasturktur yang
penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi,
infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum
dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan,
dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan
infrastruktur tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur
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dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga
perlu diatur oleh pemerintah.12
Pembanguan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah
diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan
daerah sekitarnya. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan
aspek keberlanjutan sehingga dalam jangka panjang keberadaan
infrastruktur harus berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas,
transparansi serta memperhatikan aspek efesiensi dan keadilan.
Jadi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong yang akan di
bahas dalam penelitian ini adalah pembanguan ninfrastruktur jalan, jaringan
dan tenaga listrik, hal ini disebabkan penyusunan pengelolaan anggaran Desa
Erecinnong yang tidak terealisasi serta adanya pembagian alokasi yang tidak
merata.
3. Implementasi Kebijakan
Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle
menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan
dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah
siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan
menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil
12Jurnal, pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia, oleh
Rindang bangun prasetyo dan Muhammad firdaus, 2009.
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kegiatan pemerintah (dasein and dasollen). Hal ini dengan pandangan Van
Meter dan Horn. (Grendle) bahwa tugas implementasi adalah membangun
jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui
aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan (policy stakeholders)13.
Implemenasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan
secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di
lakukan14. Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya di tentukan pada
tataran implementasinya. Sering di jumpai bahwa proses perencanaan
kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam
implementasinya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa
yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilakukan.
Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk
memengaruhi apa yang oleh lipsky disebut street level bureaucrats untuk
memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target
group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu
badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan komite
sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru di kelas. Sebaliknya untuk
kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan pedesaan,
13 Grindle, Merilee S., Politics and Implementation in the Third World, (Princeton University
Press, New Jersey, 1980) , h. 7.
14Tangklisan, Hessel, Nogi, S. implementasi kebijakan public, (Jakarta: Lukman Offset,
2003).
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maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti
birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa15.
a. Proses implementasi kebijakan
Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan
dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni:
1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3) Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak
5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan
Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal
penting yakni :
1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode
2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat
diterima dan dijalankan
3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal secara rutin.16
15Subarsono, AG Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
16 Hykurniawan. Wordpress.Com /2009/01/2009 7:54 Am
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif,
metode  penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
realitas sosial dan hubungan yang bersifat interaktif. Dimana metode penelitian
ini terdiri atas lokasi penelitian, tipe dan dasar peneltian, sumber data, penentuan
informan teknik pengumpulan data dan metode analisis data1.
Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan
isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih
mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif2, dan  memberikan gambaran
secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan
masalah yang diteliti, khususnya tentang implementasi kebijakan pembangunan
infrastruktur di desa erecinnong. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian
lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang
diperoleh melalui wawancara dengan informasi terkait fokus penelitian sehingga
dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapat dengan penelitian
langsung ke lokasi penelitian.
1Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2015), H. 246
2Deddy, Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu
Sosial, h. 150.
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B. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data
yaitu:
1. Metode Observasi
Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau
mengamati individu atau kelompok secara langsung.
2. Metode Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.Wawancara
secara garis bersar dibagi menjadi dua yaitu wawancara tak terstruktur dan
wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut sebagai
wawancara mendalam, wawncara intensif, wawancara kualitatif, dan
wawancara terbuka (open ended interview), wawancara etnografis : sedangkan
wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized
interview), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya
(biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang jug sudah
disediakan3. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah
Kepala Desa, Biro keuangan, Sekertaris Desa, Tokoh Masyarakat, dan
3Deddy, Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif:Paradigm Baru Ilmu Komunikasi Dan
Ilmu Sosia l(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2004), h. 180.
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Masyarakat yang berdomisili di Desa Erecinnonng dan jumlah informan yang
akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah 5-10 orang.
3. Dokumentasi
Yaitu cara untuk mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk
tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang sesuai dengan peristiwa yang
akan diteliti. Dimana dalam hal ini penulis melakukan metode dokumentasi
agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang relevan.
C. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer dikumpulkan dengan turun langsung ke lokasi penelitian lalu
melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi
yang diinginkan.
2. Data Sekunder
Data sekunder diporeloh yaitu dengan membaca buku, karya tulis ilmiah,
dan berbagai literature-literatur yang lainnya yang memiliki hubungan dengan
tulisan ini. Seperti jurnal-jurnal yang ada di internet terkait masalah
pembangunan.
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data terkumpul, kemuadian dilakukan pengolahan data tersebut
yang disesuaikan dengankebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal
pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk.
Dalam editing yang akan dilakukan adalah meneliti, lengkap tidaknya kousioner
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yang akan diisi, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesesuaian atau
keajekan antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi
jawaban dan keseragaman kesatuan data. Setelah editing dialkukan sebuah
coding, yaitu mengklsifikasi jawaban responden menurut macamnya. Setelah
pengolahan maka dilakukanlah analisis data, pada prinsipnya analisis data
dibedakan menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitaif,.Perbedaan
antara kedua analisis tersebut terletak pada sifat datanya. Apabila data yang
peroleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berwujud kasus-
kasus(sehingga tidak dapat disusun secara klasifikatoris)maka analisis  yang
dilakukan sebaikanya analisis kualitatif.4
E. Kerangka Konsep
4Bagong Suyanto Dan Sutinah, Metode Penelitian Social:Bebragai Pendekatan Alternative,
(Jakarta: Kencana, 2008), h
Kebijakan pemerintah
Pembangunan infrastruktur
Masyarakat
Implementasi kebijakan
Pemerintah Swasta
Kondisi Objektif Pembangunan Infrastruktur
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum Kabupaten Bone
1. Sejarah berdirinya Kabupaten Bone
Kerajaan Tana Bone dahulu terbentuk pada awal abad ke-IV atau pada
tahun 1330, namun sebelum Kerajaan Bone terbentuk sudah ada kelompok-
kelompok dan pimpinannya digelar kalula.
Dengan datangnya to manurung ( manurungge ri matajang ) diberi gelar
mata silompo-e. maka terjadilah penggabungan kelompok-kelompok tersebut
termasuk Cina, Barebbo, Awangpone dan Palakka. Pada saat pengangkatan to
manurung mata silompo- e menjadi Raja Bone, terjadilah kontrak
pemerintahan berupa sumpah setia antara rakyat Bone dalam hal ini diwakili
oleh penguasa Cina dengan 10 manurung , sebagai tanda serta lambang
kesetiaan kepada rajanya sekaligus merupakan pencerminan corak
pemerintahan Kerajaan Bone diawal berdirinya. disamping penyerahan diri
kepada sang raja juga terpatri pengharapan rakyat agar supaya menjadi
kewajiban raja untuk menciptakan keamanan, kemakmuran, serta terjaminnya
penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat. Adapun teks sumpah yang
diucapkan oleh penguasa Cina mewakili rakyat Bone berbunyi sebagai
berikut:
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“ Angikko kuraukkaju riyaaomi’ri riyakkeng kutappalireng elomu elo
rikkeng adammukkuwa mattampako kilao.. maliko kisawe. millauko ki abbere.
mudongirikeng temmatippang. muamppirikkeng temmakare. musalimurikeng
temmadinging “
terjemahan bebas ;
“ Engkau angin dan kami daun kayu, kemana berhembus kesitu kami
menurut kemauan dan kata-katamu yang jadi dan berlaku atas kami, apabila
engkau mengundang kami menyambut dan apabila engkau meminta kami
memberi, walaupun anak istri kami jika tuanku tidak senangi kamipun tidak
menyenanginya, tetapi engkau menjaga kami agar tentram, engkau berlaku
adil melindungi agar kami makmur dan sejahtera engkau selimuti kami agar
tidak kedinginan ‘
Budaya masyarakat bone demikian tinggi mengenai sistem norma atau
adat berdasarkan lima unsur pokok masing-masing : Ade, Bicara, Rapang,
Wari dan Sara yang terjalin satu sama lain, sebagai satu kesatuan organis
dalam pikiran masyarakat yang memberi rasa harga diri serta martabat dari
pribadi masing-masing. Kesemuanya itu terkandung dalam satu konsep yang
disebut “ siri “merupakan integral dari ke lima unsur pokok tersebut di atas
yakni pangadereng ( norma adat), untuk mewujudkan nilai pangadereng maka
rakyat Bone memiliki sekaligus mengamalkan semangat/budaya ;
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1. Sipakatau
Artinya : saling memanusiakan, menghormati / menghargai harkat
dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai mahluk ciptaan Allah tanpa
membeda - bedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan taat terhadap
norma adat/hukum yang berlaku. Sipakatau berarti menjaga hubungan kita
dengan sesama manusia (hablumminannas) dengan tidak melakukan
sesuatu yang membuatnya merasa tidak dihargai.
2. Sipakalebbi
Artinya : saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing
dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, senantiasa berprilaku
yang baik sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.
sipakalebbi berarti tidak merendahkan orang lain saling memahami
bahwasanya derajat manusia semua itu sama yang membedakan kita
dengan yang lain adalah tingkat ketakwaan kita kepada sang pencipta jadi
hendaklah kita saling memuliakan.
3. Sipakainge
artinya: saling mengingatkan satu sama lain, menghargai nasehat,
pendapat orang lain, manerima saran dan kritikan positif dan siapapun atas
dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan.
Sipakainge berarti saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling
menasehat dalam melakukan sesuatu.
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seperti yang tercantung dalam QS Al-Asr/103:3 telah jelaskan
bahwa:
                 
Terjemahnya:
mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati
kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran1.
Dengan berpegang dan berpijak pada nilai budaya tersebut di atas, maka
sistem pemerintahan kerajaan Bone adalah berdasarkan musyawarah mufakat.
Hal ini dibuktikan dimana waktu itu kedudukan ketujuh ketua kaum ( matoa
anang ) dalam satu majelis dimana menurunge sebagai ketuanya ketujuh kaum
itu diikat dalam satu ikatan persekutuan yang disebut kawerang, artinya ikatan
persekutuan Tana Bone. Sistem kawerang ini berlangsung sejak manurunge
sebagai raja Bone pertama hingga raja Bone ke IX yaitu Lappatawe Matinroe
Ri Bettung pada akhir abad ke XVI.
Pada tahun 1605 agama Islam masuk di Kerajaan Bone dimasa
pemerintahan raja Bone ke X Latenri Tuppu Matinroe Ri Sidenreng. Pada
masa itu pula sebuatan Matoa Pitu diubah menjadi Ade Pitu ( hadat tujuh ),
sekaligus sebutan matoa mengalami pula perubahan menjadi arung misalnya
Matua Ujung disebut Arung Ujung dan seterusnya.
1 Departemen Agama Republic Indonesia Al-Qur’an Al-karim Dan Terjemahannya (Cv
Pustaka “AS”), h. 601.
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Demikian perjalanan panjang kerajaan Bone, maka pada bulan mei 1950
untuk pertama kalinya selama kerajaan bone terbentuk dan berdiri diawal
abad ke XIV atau tahun 1330 hingga memasuki masa kemerdekaan terjadi
suatu demonstrasi rakyat di Kota Watampone yaitu menuntut dibubarkannya
negara indonesia timur, serta dihapuskannya pemerintahan kerajaan dan
menyatakan berdiri dibelakang pemerintah Republik Indonesia.
Beberapa hari kemudian para anggota adat tujuh mengajukan permohonan
berhenti. disusul pula beberapa tahun kemudian terjadi perubahan nama
distrik/onder distrik menjadi kecamatan sebagaimana berlaku saat ini. pada
tanggal 6 april 1330 melalui rumusan hasil seminar yang diadakan pada tahun
1989 di watampone dengan diperkuat peraturan daerah kabupaten Bone no.1
tahun 1990 seri c, maka ditetapkanlah tanggal 6 april 1330 sebagai hari jadi
kabupaten bone dan diperingati setiap tahun2.
2. Letak Geografis Kabupaten Bone
Kabupaten Bone merupakan wilayah terluas ketiga setelah Kabupaten
Luwu dan Mamuju. Wilayahnya membujur dari utara ke selatan sepanjang 90
km yang meliputi daratan rendah di bagian timur khususnya yang menjadi
tepian teluk Bone sehingga bagian barat terdiri atas perbukitan dengan
ketinggian rata-rata 150 meter hingga 200 meter dari permukaan laut. luas
wilayah kabupaten bone 4558 km² dengan kepadatan penduduk 141 jiwa/km².
2 Andi Pamelleri (Budayawan Bone), Riwayat Kabupaten Bone, Tahun 2006 Hal 5-6
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dari luas wilayah tersebut pada tahun 2014 Kabupaten Bone secara
administrative terbagi kedalam 27 kecamatan, 329 desa dan 43 kelurahan.
Tabel 1
Kabupaten Bone berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut
Sebelah utara Berbatasan dengan Kabupaten Wajo
Sebelah selatan Berbatasan dengan kabupaten Sinjai
Sebelah barat Berbatasan dengan kabupaten  Soppeng,
Maros, Pangkep dan Barru
Sebelah timur adalah Teluk Bone yg menghubungkan
Propinsi SulawesiTenggara
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2016
Kabupaten Bone merupakan daerah yang beriklim sedang. Kelembaban
udara berkisar sekitar 95% - 99% dengan tempratur berkisar 26ºC - 43ºC.
Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan.
Sebaliknya pada bulan Oktober- Maret bertiup angin barat, saat dimana
mengalami musim kemarau Kabupaten Bone3.
Secara administrasi, Kabupaten Bone terbagi menjadi 27 kecamatan
dengan luas wilayah masing-masing sebgaai berikut :
3Oktriana, Ritual Mabbedda’ Bola Pada Masyarakat Bugis Dikecamatan Lamuru Kabupaten
Bone jurusan antropologi, dalam sebuah skripsi tahun 2015 hal  43
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Tabel 1.1
Pembagian Luas Wilayah Kecamatan (Km2) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan
Tahun 2016
No Kecamatan Luas area (km2
Presentasi luas
wilayah
kabupaten
1 Bontocani 463,35 10,16
2 Kahu 189,50 4,16
3 Kajuara 124,13 2,72
4 Salomekko 84,91 1,86
5 Tonra 200,32 4,39
6 Patimpeng 130,47 2,86
7 Libureng 344,25 7,55
8 Mare 263,50 5,78
9 Sibulue 155,80 3,42
10 Cina 147,50 3,24
11 Barebbo 114,20 2,50
12 Ponre 293,00 6,43
13 Lappariaja 138,00 3,03
14 Lamuru 208,00 4,56
15 Tellu limpoe 318,10 6,98
16 Bengo 164,00 3,60
17 Ulaweng 161,67 3,55
18 Palakka 115,32 2,56
19 Awangpome 110,70 2,43
20 Tellu siattingge 159,30 3,49
21 Amali 119,13 2,61
22 Ajangale 139,00 3,05
23 Dua boccoe 144,90 3,18
24 Cenrana 143,60 3,15
25 Tanete riattang
barat
53, 68 1,18
26 Tanete riattang 23,79 0,52
27 Tanete riattang
timur
48,88 1, 07
Bone                                             4.559,00                  100,00
Sumber : BPS,  Kabupaten Bone 2016
Dari 27 wilayah Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bone,
Kecamatan Bontocani merupakan wilayah pemerintah daerah dimana lokasi
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penelitian berada. Wilayah ini terletak di bagian selatan Kabupaten Bone yang
berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai.
3. Topografi
Kalau kita amati Kabupaten Bone termasuk daerah tiga demensi yaitu ;
Pantai, Daratan dan Pegunungan, luas sawah sebagai lahan pertanian adalah
455.600 Ha, sehingga Kabupaten Bone ditetapkan sebagai daerah penyangga
beras untuk Propinsi Sulawesi Selatan yang biasa dikenal dengan istilah
BOSOWA SIPILU singkatan dari Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan
Luwu, begitu pula daerah pantainya sangat panjang membujur dari Utara ke
Selatan yang menyusuri Teluk Bone dari 27 Kecamatan yang ada di
Kabupaten Bone, 9 diantaranya adalah masuk daerah pantai seperti
Kecamatan Cenrana, Tellu SiantingE, Awangpone, Tanette Riattang Timur,
SibuluE, Mare, Tonra, Salomekko dan Kajuara, dengan demikian sumber
mata pencaharian penduduk Kabupaten Bone sebagaian besar adalah Petani
dan Nelayan.
4. Jumlah Penduduk Di Kabupaten Bone
Penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2016 berjumlah 746,973 orang dari
27 kecamatan. Secara keseluruhan jumlah penduduk menurutu kelompok
umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bone 2016. Berikut dalam bentuk tabel
sebagai berikut:
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Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Jenis Kelamin Di Kabupaten
Bone 2016
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Bontocani 7 804 7 865 15 669
2 Kahu 18 522 20 052 38 574
3 Kajuara 17 632 18 549 36 181
4 Salomekko 7 581 7 879 15 460
5 Tonra 6 544 6 992 15 536
6 Patimpeng 7 964 8 487 16 451
7 Libureng 14 462 14 843 29 805
8 Mare 12 877 13 633 26 510
9 Sibulue 15 994 17 999 33 993
10 Cina 12  594 13 716 26 310
11 Barebbo 12 788 14 627 27 415
12 Ponre 6 726 7 054 13 780
13 Lappariaja 11 334 12 403 23 737
14 Lamuru 11 593 13 258 24 878
15 Tellu limpoe 7 020 7 032 14 052
16 Bengo 12 623 13 187 25 450
17 Ulaweng 11 533 13 166 24 699
18 Palakka 10 473 12 091 22 564
19 Awangpome 13 569 15 707 29 276
20 Tellu siattingge 18 628 21 411 40 039
21 Amali 9 431 11 275 20 706
22 Ajangale 12 724 14 685 27 409
23 Dua boccoe 13 923 16 249 30 172
24 Cenrana 11 424 12 623 24 047
25 Tanete riattang barat 22 928 24 810 47 738
26 Tanete riattang 24 285 27 379 51 664
27 Tanete riattang timur 21 386 21 411 42 797
Bone 354 502 388 410 746
973
Sumber : BPS, Bone dalam angka 2016
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B. Gambaran Umum Kecamatan Bontocani
Kecamatan Bontocani merupakan salah satu dari 27 kecamatan di Kabupaten
Bone. Dengan luas wilaayh 463, 35. Dalam Kecamatan Bontocani terdapat 11
desa bukan merupakan daerah pantai. Berikut luas wilayah menurut desa di
Kecamatan Bontocani dalam bentuk tabel.
Tabel 2
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bontocani 2016
No Desa/kelurahan Status Luas wilayah
1 Watang Cani Desa 50,53
2 Pattuku Desa 30,24
3 Bontojai Desa 51,25
4 Bulu siru Desa 42,19
5 Bana Desa 69,16
6 Pammusueng Desa 32,30
7 Kahu Kelurahan 34,26
8 Langi Desa 59,20
9 Ere Cinnong Desa 35,04
10 Lamoncong Desa 29,42
11 Mattirowalie Desa 29,76
Sumber : BPS, Kabupaten bone dalam angka 2016
C. Gambaran Umum Desa Erecinnong
Kelurahan/Desa Erecinnong merupakan salah satu Desa di Kecamatan
Bontocani Kabupaten Bone. Kelurahan/Desa Erecinnong mempunyai luas
wilayah yaitu 35,5 km bujur sangkar.  Erecinnong terdiri dari dua suku kata yaitu
ere dan cinnong, ere (berasal dari bahasa konjo/makassar) artinya air, dan cinnong
(berasal dari bahasa bugis) yang artinya jernih, jika di gabungkan maka memiliki
arti air yang tidak pernah keruh yang timbul ditengah-tegah batu cadas.
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Jarak ke ibu kota kecamatan 40-45  km dan jarak ke Kota Kabupaten 112 km.
Kelurahan/Desa Erecinnong memiliki 3 dusun  yaitu Dusun Allekkang. Kampung
Baru, dan Desa Kalubimpi dengan jumlah penduduk 1.346.
1. Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa Erecinnong
Berikut ini tabel jumlah penduduk Desa Erecinnong berdasarkan dusun:
Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Erecinnong Berdasarkan Dusun tahun 2016
No Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Allekkang 251 243 494
2 Kampung Baru 243 286 529
3 Kalubimpi 130 193 323
Jumlah 624 722 1.346
Sumber : Data Desa Erecinnong
2. Sumber Mata Pencaharian
Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa penduduk
bekerja, hampir keseluruhan dari warga Desa Erecinnong adalah petani
padi,kacang tanah,cabe dan peternak sapi. Dan tidak sedikit warga Desa
Erecinnong yang merantau, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Agama
Ditinjau dari segi agama yang dianut masyarakat Kelurahan/Desa
Erecinnong, maka keseluruhan penduduk Kelurahan/Desa Erecinnong adalag
beragama islam. Terdapat dua buah mesjid yang menjadi tempat ibadah warga
setempat dan belum terdapat sebuah mushollah.
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4. Pendidikan
Ditinjau dari pendidikan keseluruhan penduduk Kelurahan/Desa
Erecinnong adalaha rata-rata perpendidikan SD/SEDERAJAT.
Tabel 3.1
Sarana Pendidikan Yang Ada Di Desa Erecinnong
No Sarana Pendidikan Jumlah
1 TK 1
2 SD/SEDERAJAT 1
3 SMP 1
4 SMA -
Sumber : Data Desa Erecinnong
Jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Erecinnong masih sangat
memprihatinkan karena sampai saat ini sarana pendidikan di tingkat SMA
masih belum ada.
5. Jumlah kartu keluarga
Jumlah keseluruhan masyarakat Desa Erecinnong yaitu 1.345 jiwa
dengan jumlah kartu keluarga yang tercatat dalam laporaran data
kependudukan Erecinnong yaitu sebanyak 346 kartu keluarga.4
4 Data desa erecinnong Tahun 2016
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6. Fasilitas yang ada
Ditinjau dari segi ketersediaan fasilitas yang terdapat di Erecinnong maka:
Tabel 3.2
Fasiilitas yang Ada di Desa Erecinnong
No. Fasilitas Yang Ada
1 Kantor Desa
2 Pasar
3 Irigasi
4 Poskedes
5 Pos Kamling
Sumber : Data Desa Erecinnong
D. Implementasi program pembangunan infrastruktur  di Desa Erecinnong
Menurut pakar ilmu kebijakan publik Edward III tahapan penting dalam
siklus kebijakan publik adalah implememntasi kebijakan. Implementasi kebijakan
sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh
legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang
berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi
begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak
dilaksanankan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan
tahap suatu kebijakan dilaksanankan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan
kebijakan itu sendiri5.
Dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintah dan kegiatan
masyarakat maka perlu didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur yang
5 Winarno, Budi, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Media Pressindo 2005)
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memadai. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana jalan, listrik dan
jaringan karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka tugas-
tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Dan
disisi lain dapat memudahkan aksesbilitas penduduk dalam segala bentuk yang
menyangkut kegiatan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur adalah unsure yang sangat penting karena
salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya. Maka
dari itu penulis melihat bahwa Desa Erecinnong masih tertinggal jauh dalam hal
pembangunan infrastruktur hal ini diperkuat dengan melihat kodnisi infrastruktur
Desa Erecinnong dalam hal jalan yang hingga kini masih belum ada perubahan,
serta jaringan dan listrik yang belum terealisasi hingga saat ini.
Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan
sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan
infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran
perkembangan dan pengembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur
yang memadai cenderung dalam proses pembanguna  akan terhambat bahkan
hasilnya pun kurang optimal. Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah
terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan
pelayanan umum. Pentingnya infrastruktur bagi suatu dareah ditandai oleh nilai
manfaat dan kegunaan infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari nilai
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yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi
dan lain sebagainya6.
Ada 3 alasan pokok tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu
pertama; pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan.
Hal ini merupakan salah satu hal penting dan langkah menuju kearah rakyat dan
negara adil dan makmur. kedua: infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan
menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat suatu daerah dengan daerah lainnya.
Ketiga: pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik
sejumlah wilayah7.
Berdasarkan uraian diatas maka pemerintah sangat diharapakan untuk
mencoba terobosan baru dalam politik infrastruktur diantaranya yaitu pemerintah
daerah perlu mengkaji ulang kebijakan infrastruktur. Implementasi pembangunan
infrastruktur di Desa Erecinnong yang dinilai masih tidak optimal karena hingga
kini 3 infrastruktur yang terbilang sangat penting belum terealisasi hingga saat ini
diantaranya jalanan, jaringan dan listrik. Berikut penulis akan menguiraikan
tentang kondisi dan pentingnya infrastruktur jalan, listrik dan jaringan di Desa
Erecinnong.
6 Tadaro, M.P. Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ke Tiga Terjemahan Dari Haris. M (Jakarta
: Erlangga 1992).
7Mesak Iek, Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Rakyat
Di Pedalaman May Barat Provinsi Papua Barat (Jurnal Ekonomi Kuantitaf Terapan), Volume 6 , No.1,
Tahun 2013, hal 32.
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1. Kondisi infrastruktur jalan
Jalan merupakan prasarana yang sangat vital untuk menunjang
kelancaran sarana transportasi sekaligus sebagai penggerak perekonomian
masyarakat serta sebagai jalur arteri bagi transportasi lokal, karena itu sudah
selayaknya pembangunan sarana jalan mendapat perhatian yang serius,
sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses dapat
diwujdukan. Sebagai fungsinya kondisi jalan sangat mempengaruhi
kelancaran bubungan antar kampung atau antar kecamatan. Pembangunan
infrastruktur jalan yang berada antar desa dengan desa maupun desa dengan kota
yang merupakan sarana mobilitas utama untuk melakukan berbagai proses transaksi,
terutama jaringan jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki
keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun
sosial budaya kehidupan masyarakat yang berada di Desa Erecinnong.
Infrastruktur jalan (jalur transportasi), Adler dalam jurnal Mesak Iek
mengemukakan bahwa ada beberapa alasan pokok mengapa pembangunan
jalanan (transportasi)  itu penting antara lain: a) berkurangnya biaya
eksploitasi; b) mendorong pembangunan ekonomi; c) menghemat waktu bagi
penumpang dan angkutan barang; d) berkurangnya kerusakan dan kecelakaan;
e) bertambahnya kenyamanan dan perasaan menyenangkan8.
8Adler, A. Evaluasi Proyek-Proyek Pengangkutan, Diterjemahkan Oleh Paul Sitohang,
(Jakarta: Ui Press 1983)
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Kondisi jalanan di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten
Bone hingga saat ini hampir keseuluruhan jalanan dari perbatasan Desa
Watangcani hingga perbatasan Desa Samaenre itu masih belum tersentuh
dengan yang namanya aspal, vaping dan lain sebagainya, kondisinya masih
belum ada yang berubah, masih jalanan bebatuan bercampur dengan tanah
liat. Sehingga pada musim hujan alur tranportasi dari Erecinnong itu sangat
terhambat bahkan mobil angkutan umum (panter) dan mobil angkutan barang
(trek) itu pada musim hujan tidak beroperasi9. (lihat lamprin).
Berdasarkan uraian diatas maka kita merujuk pada Program kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone tahun 2016
tentang nominal anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan,
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan yaitu :
Tabel 4
No Program Anggaran
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.487.821.000
2 Peningkatan Sarana & Prasarana aparatur Rp. 370.000.000
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 218.511.000
4 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian Kinerja & keuangan
Rp. 24.440.000
5 Pembangunan jalan dan jembatan Rp. 22.583.911.002
6 Pengembangan Data/informasi Rp. 187.477.000
7 Peningkatan promosi & Kerjasama Investasi Rp. 166.000.000
8 Perlindungan & Konservasi dan sumber daya
alam
Rp. 624.135.000
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan Rp134.588.813.400
10 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rp. 150.000.000
9 Data Desa Erecinnong tahun 2016
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11 Pembangunan sistem Informasi/Data Base
Jalan & Jembatan
Rp. 177.790.000
12 Peningkatan sarana dan prasarana
Kebinamargaan
Rp. 1.660.058.000
13 Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi
Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya
Rp. 47.246.451.500
14 penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Rp. 214.145.000
15 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp. 14.022.340.000
16 Pengaturan Jasa Konstruksi Rp. 212.790.000
Jumlah Rp.223.934.682.902
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Sumber Daya Air Kab. Bone Tahun
Anggaran 2016
Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada program kerja dinas PU
Kabupaten Bone tahun 2016 untuk pembangunan jalan dan jembatan
memiliki dan Rp. 22.583.911.002 dan pada presentasi jalan di Kabupaten
Bone yang meliputi kondisi jalan dan jembatan baik 1.564,810 Km sedangkan
presentasi kondisi jalan rusak mencapai 1.081,87 Km dan dari presentasi jalan
rusak dan jalan baik yang berada di Kabupaten Bone, jalanan yang berada di
Desa Erecinnong Masih berada dalam naungan presentasi jalan rusak.
2. Kondisi Infrastruktur jaringan
Infrastruktur jaringan (teknologi) Anwar megatakan dalam dalam
jurnal Mesak Iek bahwa kemajuan kehidupan masyarakat dapat berkorelasi
sangat signifikan dengan perubahan teknologi10. Perlu diketahui bahwa
teknologi menduduki posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat
karena dengan teknologi kita dapat bertukar informasi meskipun dari jarak
10Anwar,A, Dan Tiro.M, Sistem Transportasi Di Kawasan Metropolitan Jakarta Dan
Implikasi Kepada Kesejahtraan Golongan Masyarakat Kecil, (Jurnal Perencanaan Pembangunan
Wilayah Dan Peredesaan) Volume 1 No.2
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yang sangat jauh dengan sanak keluarga kita. Namun apa jadinya jika disuatau
daerah masih belum mengenal teknlogi, seperti yang terjadi di Desa
Erecinnong dimana pada daerah tersebut masih belum terdapat jaringan
seluler yang merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam menunjang
pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Kondisi Infrastruktur jaringan di Desa Erecinnong saat ini seperti
informasi yang di peroleh penulis dalam penelitian ini bahwa jaringan belum
tersedia hingga kini baik jaringan internet, jaringan telefon, jaringan
radio11.Menurut pengamatan penulis selama di lokasi peneltian bahwa hingga
saat ini infrastruktur jaringan itu masih belum ada perubahan, dapat dilihat
dari banyaknya masyarakat yang masih berjalan kaki menempuh jarak kurang
lebih 3 km untuk mendapatkan jaringan selular. Berikut ini adalah sebuah
gambar tempat warga Desa Erecinnong untuk memperoleh sebuah jaringan
telepon dan jaringan internet.
3. Kondisi Infrastruktur Listrik
Infrastruktur listrik, peranan energi listrik dalam kehidupan manusia
sangat penting, hal ini dapat dlihat dengan meningkatnya kebutuhan energi
listrik di setiap tahunnya. Namun pihak penyedia energi listrik masih belum
memenuhi semua kebutuhan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang
tinggal di daerah pedesaan. Hal seperti inilah yang terjadi di lokasi penlitian
11 Data Desa Erecinnong Tahun 2016
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penulis yaitu di Desa Erecinnong dimana pada daerah tersebut masih belum
terdapat energi listrik. Padahal kita ketahui bahwa listrik memiliki peranan
yang sangat penting diantaranya adalah sebagai alat penerangan di malam hari
namun bukan hanya itu kita juga dapat memperoleh beragam informasi
dengan adanya tenaga listrik misalnya ketika kita menonton media televisi
maka dari situ kita akan memperoleh informasi.
Sedangkan infrastruktur dalam bidang listrik itu untuk sementara ini
sedang dalam proses implementasi dan dalam hal ini sudah terlihat ada sedikit
perubahan seperti saklar yang sudah terpasang di setiap rumah dan ada
beberapa kabel yang sudah terbentang, meskipun hingga kini tiangnya belum
ada dan kepastian kapan listrik akan menyala pun belum ada dan hingga
sekarang warga masih menggunakan mesin generator untuk penerangan di
malam hari dengan tarif 80 ribu perbulan dengan 3 jam menyala yaitu dari
jam06-09 WITA12.
Berdasarkan hasil wawancaran penulis dengan salah satu pegawai
PLN  Kabupaten Bone Muh. Shaleh bahwasanya:
“Desa Erecinnong pernah ditawari untuk pengadaan listrik disana
namun pemrintahnya menolak katanya dia akan menunggu bantu dari
pemerintah dan kalau ditinjau dari letak geografisnya memang desa
erecinnong susah dijangkau karena desa erecinnong adalah kawasan
hutan”13
12 Data Desa Erecinnong tahun 206
13 Wawancara Dengan Muh. Shaleh (Pegawai PLN Kabupaten Bone), Di Dusun Kampung
Baru, Tanggal 07 Juni 2017 Pukul 12.30 Wita
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Berdasarkan uraian tentang kondisi dan pentingnya infrastruktur dalam
bidang jalanan, listrik dan jaringan diatas maka, dapat dilihat implementasi
pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong masih sangat memprihatikankan
dilihat dari segi ketiadaan infrastruktur yang telah penulis uraikan diatas.
Berangkat dari uraian di atas maka penulis akan memaparkan tentang
implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong
berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penulis. Berdasarkan
hasil wawancara dengan bapak kepala Desa Erecinnong Andi Abd. Rahman
“pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong memang masih sangat
jauh dari apa yang masyarakat inginkan dan tentunya juga saya atau dengan
kata lain masih bisa dibilang meprihatinkan namun jika kita bandingan dengan
beberapa tahun lalu pada awal saya menjabat ada beberapa perubahan seperti
pembangunan pasar, irigasi dll. Mengenai pembangunan infrastruktur di bidang
jalanan itu hingga saat ini saya masih mengupayakan bagaimana agar jalanan di
Desa Erecinnong ini bisa baik dan sebenarnya dalam musrembang ada usulan
perbaikan jalan sepanjang 13 km namun rencana implementasinya tahun 2018
mendatang, mengenai infrastruktur jaringan saya selaku kepala desa masih
sementara melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah Bontojai dan
mengupayakan agar bagaimana caranya jaringan ini bisa sampai di desa kita,
dan tentang infrastruktur listrik itu saya sudah menjalin kerja sama dengan PT
BETON dan saya akan mengupayakan tahun  2017 ini listrik sudah ada di Desa
Erecinnong.”14
Dilihat pada hasil wawancara diatas maka penulis bisa mengambil sebuah
kesimpulan kecil bahwa saat ini pemerintah Desa Erecinnong masih
mengupayakan agar bagaimana ketiga infrastruktur yang menjadi topik bahasan
penulis bisa terlaksana secepatnya atau dengan kata lain pembangunan
14 Wawancara Dengan Andi Abd. Rahman (Kepala Desa Erecinnong), Di Dusun Allekkang,
Umur 45 Tahun, 10 April 2017 Pukul 10.33 Wita.
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infrastruktur di Desa Erecinnong masih dalam proses implementasi. Berdasarkan
hal tersebut maka penulis merujuk adanya beberapa hasil MusrembangDesa
Erecinnong yang diajukan ke Kabupaten yaitu antara lain;
1. Pembangunan jalan
2. Pembangunan perpustakaan umum
3. Pembangunan musholla.15
Berdasarkan hasil Musrembang Desa yang diajukan diatas yang berhasil
lolos ke Kabupaten ada dua yaitu pembangunan jalan sepanjang 13 km, yang akan
mulai diimplementasikan pada tahun 2018 mendatang, dan yang kedua yaitu
pembangunan perpustakaan umum yang sudah berjalan namun terhenti tahun
2015 dan akan kembali dilanjutkan tahun 2018 mendatang dan saat ini
pemerintah Erecinnong sedang fokus pada program pengadaan infrastruktur
dalam bidang listrik. Kemudian untuk memperkuat gagasan dari Kepala Desa
Erecinnong hal senada juga di tuturkan oleh Sekertaris Desa Erecinnong A.
Jusman S.pd  bahwa:
“implementasi infrastruktur di Desa Erecinnong masih dalam proses
pelaksanaan dan sekarang ini pemerintah Desa Erecinnong sedang fokus dengan
program pengadaan infrastruktur dalam bidang Listrik dan itu di usahakan listrik
bisa menyala tahun 2017 ini”16
15 Data Erecinnong tahun 2016
16Wawancara Dengan A. Jusman S.pd (Sekertaris Desa Erecinnong) Di Dusun Kampung
Baru, Umur 43 Tahun, 14 April 2017 Pukul 2:10 Wita
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Dari sisi pemerintahan menyatakan hal yang positif mengenai
implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong bahwa
implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong ini masih dalam
proses pengimplementasian yang dimana dalam proses implemetasi ada beberapa
mekanisme implementasi kebijakan publik yaitu: 1) akutansi dan akuisisi sumber
daya yaitu government tools:informasi,otorisasi,anggaran,organisasi, ahli-ahli
yang terorganisaisi. 2) interprestasi dan perencanaan yaitu menerjemahkan
kebijakan ke dalam arahan,peraturan,desain dan rencana program yang riil. 3)
organisasi kegiatan yaitu pembentukan unit-unit kegiatan dan rincian program
kegiatan. 4) penentuan sasaran kegiatan yaitu who get what and when. Dan proses
implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan
banyak aktor, beragamnya tujuan dan harapan yang harus diakomodir, yang
memungkinkan untuk salin bertentangan, kompleksitas program dan unit
pelaksana dan pengaruh faktor-faktor eksternal.17
Berdasarkan hasil wawancara diatas dilihat dari sisi pemerintahan yang
menilai positif tentang implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di
Desa Erecinnong maka lain halnya dari sisi tokoh masyarakat dan masyarakat
desa, dalam hal ini A. Kamaruddin menyatakan bahwa:
“Implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong itu masih
tidak optimal, karena saya melihat pekerjaan jalan itu kadang berjalan kadang
17Utami.Dewi@Unhy.Ac.Id, Implementasi Kebijakan Publik1, Ilmu Administrasi Negara,
Diakses Pada 19/06/2017 Pukul 19:33
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tidak, dan ini berdampak buruk bagi kelancaran aktifitas masyarakat karena
kebanyakan warga desa erecinnong itu berprofesi sebagai petani seperti petani
lombok, kacang, kemiri, coklat dan padi. Namun yang menjadi permasalahannya
adalah kendala saat akan di bawa ke kota untuk dijual  yang kadang memakan
waktu 2-3 hari perjalanan  saat musim hujan, karena infrastruktur jalan yang
sangat tidak memadai (minim) sehingga kondisi barang yang akan di jual itu
sudah berubah bentuk (bonyok)  yang mengakibatkan harga jualnya itu akan
turun”18
Dari hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa
infrastruktur jalan merupakan prasana publik primer dalam mendukung kegiatan
ekonomi suatu daerah dan ketersediaan infrastruktur sangat mendukung tingkat
efesiensi dan evektifitas kegiatan ekonomi.  Infrastruktur adalah modal esensial
masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-
budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar
daerah/wilayah. Bertolak dari hal tersebut, pembangunan infrastrkutur merupakan
sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur
mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti
pangan, sandang, papan, rasa aman pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hal yang
serupa juga di kemukakan oleh masyarakat Desa Erecinnong Ridwan, yang
menekankan pentingnya pemerintah fokus pada implementasi pembangunan
infrastruktur yang nilai cukup membuat masyarakat resah. Berikut pernyataannya:
“pembangunan infarastuktur di Desa Erecinnong harus di perhatikan
dan di usahakan suapaya baik sebab kami melihat selama beberapa tahun
18Wawancara Dengan A. Kamaruddin, Di Dusun Kalubimpi, Umur 40 Tahum,  15 April 2017
Pukul 1:25 Wita
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belakangan ini pembangunan infrastrukutur itu tidak ada perubahan dan ini
kurang mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini sangat mengganggu
kesejahtraan masyarakat”19
Berdasarkan pernyataan dari informan di atas yang mengatakan bahwa
bebereapa tahun belakangan ini tidak ada perubahan dalam pembangunan
infrastruktur maka kita merujuk pada pengertian yang menyatakan bahwa
pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui
upaya yang dilakukan secara terencana dan proses perubahan tersebut mencakup
keseluruhan baik dalam tidak terkecuali dalam bidang infrastruktur. Jika kita
mengacu pada makna pembangunan maka Erecinnong masih tergolong tertinggal
dalam bidang pembangunan infrastruktur dan itu ditandai dengan tidak adanya
perubahan yang terlihat, karena pembangunan sangat mengacu pada adanya
perubahan secara menyeluruh.
Oleh karenanya Kebijakan pembangunan infrastruktur adalah sesuatau
yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah lewat pembangunan yang
dibiayai dari berbagai sumber pendanaan bagi anggraan belanja pembangunan
termasuk APBD maupun APBN. Oleh karenanya pemerintah setempat harus
memiliki komitmen untuk melaksanakan program pembangunan infrasturuktur
dan harus memprioritaskan hal tersebut. Dan dalam menjalankan program
tersebut harus dibantu dan didukung oleh oleh pihak yang bertanggung jawab
sehingga dapat berjalan dengan sukses dan tercapainya kesejahtraan masyarakat.
19Wawancara Dengan Ridwan, Di Dusun Kalubimpi, Umur 37 Tahun, 15 April 2017 Pukul
2:30 Wita
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Dilanjutkan dengan pernyataan dari kalangan masyarakat yaitu Syahril
mengatakan bahwa :
“kami sangat tidak tenang melihat kondisi infrastruktur di Desa
Erecinnong khususnya dalam bidang jalan, listrik dan jaringan, yang menurut
saya tidak ada perubahan yang terlihat dari dulu sampai sekarang, maka dari itu
kami sangat berharap kepada pemerintah setempat agar menaruh perhatian
penuh terhadap infrastruktur desa ini dan saya minta agar di musyawarakan
setiap diadakan musrembang”20
Berdasarakan pernyataan dari informan di atas, besar harapan mereka agar
pemerintah desa lebih serius dalam mengupayakan Implementasi pembangunan
infrastruktur khususnya pembangunan infrastruktur jalanan yang dianggap sangat
penting karena dapat menghambat proses penjualan hasil alam yang ada di Desa
Erecinnong dan dapat dirasakan dampak buruknya oleh masyarakat terutama pada
saat musim hujan yang mana mobil angkutan barang tidak dapat beroperasi,
listrik yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana
penerangan dimalam hari untuk melakukan aktifitas masyarakat yang tidak
sempat terlaksana disiang hari, apalagi mengingat mayoritas masyarakat Desa
Erecinnong adalah petani otomatis banyak kerjaaan-kerjaan yang bisa dilakukan
malam hari namun terkendala dengan sarana penerangan dan jaringan baik itu
jaringan televisi, radio, internet, dan telefon dan ini sangat menghambat proses
untuk mendapatkan informasi terkait persoalan-persolan yang terjadi. Dan hal ini
20Wawancara Dengan Syahril, Dusun Kampung Baru, Umur 37 Tahun, 15 April 2017 Pukul
3:17 Wita
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adalah wajar karena mengingat total anggaran APBDES RP. 690. 444. 7000,
seperti yang terlihat pada uraian APBD Desa Erecinnong tahun 2016 :
K O d e Uraian Jumlah
anggaran (RP) Ket
1 2 3 6
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan asli desa
1 1 1 Hasil usaha -
1 1 2 Swadaya partisipasi dan gotong rotong -
1 1 3 Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
1 1 3 1 Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
-Pungutan biaya pengantin
-Pungutan pallawa tanah
1 2 Pendapatan transefer 690,548,700
1 2 1 Dana Desa 279’473,000
1 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi Daerah
Kabupaten
15,934,500
1 2 3 Alokasi dana desa 345,141,200
1 2 4 Bantuan keuangan -
1 2 4 2 Bantuan keuangan kabupaten 50,000,000
1 3 Pendapatan lain-lain -
Jumlah pendapatan 690,548,700
2 BELANJA
2 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa 297,444,000
2 1 1 Penghasilan tetap dan tunjangan 141,600,000
2 1 1 1 Belanja pegawai 141,600,000
-penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
- kepala desa (1 org x Rp.1.800.000 x12 Bln) 21,600,000
- kaur (3 org x Rp. 900.00 0x 12 Bln) 32,400,000
- kadus (3 org x Rp. 900.000 x 12 Bln) 32,400,000
-tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
- Kepala Desa (1 org x Rp. 1.800.00 x 12 Bln) 18,000,000
- Sekdes (1 org x Rp 600.000 x 12 Bln) 7,200,000
- Kaur (3 org x Rp. 200.00 x 12 Bln) 7,200,000
-tunjangan BPD
- Ketua BPD (RP. 500.000 x 21 Bln) 6,000,000
- Wakil Ketua ( 1 org x 12 Bln x Rp. 400.000) 4,800,000
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- Sekertaris ( 1 org x 12 Bln x Rp. 400.000) 4,800,000
- Anggota (2 org x 12 Bln x Rp. 300.000) 7,200,000
2 1 2 Operasional perkantoran 85,844,000
2 1 2 2 Belanja barang dan jasa 62,294,000
-alat tulis kantor 2,594,000
-benda pos 1,000,000
-alat kebersihan 4,100,000
-pakaian dinas dan atribut 4,000,000
-perjalanan dinas 3,000,000
-honor (bendahara, imam desa, imam mesjid,
guru mengaji, pendamping desa, kader
paditungka, rt, kolektor pajak dll)
-Insentif bendahara desa (1 org x 12 Blnx
Rp.400.000)
4,800,000
-insentif imam desa (1 org x 12 Bln x Rp.
250.000)
3,000,000
-insentif iman mesjid (3 org x 12 Bln x Rp.
100.000)
3,600,000
-insentif RT ( 9 Org x 12 Bln x Rp.100.000) 10,800,000
-insentif Hansip (8 org x 12 Bln x Rp. 100.000) 9,600,000
-insentif guru mengaji (9 org x 12 Bln x Rp
50.000)
5,400,000
-honor operot0r desa (1 org x 12 Bln x Rp.
300.000)
3,600,000
-intensif ketua LPM ( 1 org x 12 Bln x Rp.
200.000)
2,400,000
-insentif anggota LPM ( 2 org x 12 Bln x
Rp.100.000)
2,400,000
-pemeliharaan kendaraan dinas
-komsumsi rapat 2,000,000
2 1 2 3 Belanja modal 23,550,000
-laptop/computer 7,300,000
-kursi rapat 5,000,000
-meja kerja 5,000,000
-sound system 2,500,000
-kursi biasa 2,250,000
-kursi malas 1,500,000
2 1 3 Operasional BPD 1,000,000
2 1 3 2 Belanja barang dan jasa
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-ATK 800,000
-penggandaan 200,000
-komsumsi rapat
2 1 5 Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa
2 1 5 2 Belanja barang jasa
Diurai jenis barang/jasa dst…
2 1 6 Kegiatana pendataan desa 5,000,000
2 1 7 Kegiatan penyusuanan tata ruang desa 7,000,000
2 1 8 Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa 4,000,000
2 1 9 Kegiatan pengelolaan informasi desa
2 1 1
0
Kegiatan  penyelenggaraan perencanaan  desa 5,000,000
2 1 1
1
Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat
perkembangan pemerintan desa
2 1 1
2
Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa
2 1 1
3
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
kantor desa
2 1 1
4
Kegiatan pemilihan kepala desa
2 1 1
5
Dst.. kegiatan lainnya di sesuaikan kondisi desa
2 2 Bidang pelaksanaan pembangunan desa 432,745.500
2 2 1 Sub bidang pembangunan, pemeliharaan,
pemanfaatan infrastruktur dan lingkungan desa
367,745,500
2 2 1 2 -Kegiatan rabat beton 400 mx 3 m + dekker 183,425,000
2 2 1 2 1 -Belanja Barang dan jasa
- Konsultan 5,240,000
- upah kerja 12,645,000
- honor pelaksana 3,493,000
- material + alat 162,047,000
2 2 1 2 3 Kegiatan rehabilitasi kantor dan pagar 79,280,500
- konsultan 3,568,000
- upah kerja 9,600,000
- honor pelaksana 2,378,000
- material + alat 63,734,500
2 2 1 2 4 Kegiatan pembangunan pos kamling 105,040,000
- konsultan 3,100,000
55
- upah kerja 917,720,000
- honor pelaksana 2,000,000
- material + alat 82,220,000
2 2 3 Sub bidang pembangunan, pemanfataan,
pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan dan
kebudayaan
11,000,000
2 2 3 1 Kegiatan taman bacaaam masyarakat 5,000,000
2 2 3 2 Kegiatan pendidikan anak usia dini 6,000,000
2 2 3 3 Kegiatan pembangunan balai pelatihan /kegiatan
belajar masyarakat
2 2 3 4 Kegiatan pembangunan dan pembinaan sanggar
seni
2 2 4 Sub bidang pembangunan usaha ekonomi
produktif serta pembangunan,pemanfaatan dan
pemeliharaan
54,000,000
2 2 4 1 Pasar desa
2 2 4 2 Pembentukan dan pengembangan BUM Desa 4,000,000
2 2 4 3 Penguatan pemodalan BUM desa
2 2 4 1
8
Pembangunan irigasi 50,000,000 T.A 2014
2 3 Bidang pembinaan masyarakat 17,102,000
2 3 1 Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban 10,000,000
2 3 5 Kegiatan pembinaan kade posyandu
2 3 2 1 Kegiatan pembinaan PKK 3,202,000
2 3 7 Kegiatan pembinaan anak remaja 3,900,000
2 3 8 Kegiatan perayaan hari raya
2 3 9 Kegiatan hari jadi Bone
2 4 Bidang Pemberdayaan masyarakat -
2 4 1 Kegiatan pelatihan kepala desa, perangkat desa
dan BPD
2 4 1 2 Belanja barang dan jasa -
-honor pelatih
-komsumsi
-bahan pelatih
-dst……
2 4 2 Kegiatan pelatihan ekonomi,pertanian,perikanan
dan perdagangan
-
2 4 3 Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna
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2 5 Bidang tak terduga
JUMLAH BELANJA 690,548,700
SURFLUS(DEFISIT) -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan pembiayaan
3 1 1 Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)
3 1 2 Pencairan dana cadangan
3 1 3 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
JUMLAH(RP) -
3 2 Pengeluaran pembiayaan
3 2 1 Pembentukan dana cadangan
3 2 2 Penyertaan modal desa
JUMLAH (RP) -
JUMLAH PEMBIAYAAN (PEMBIAYAAN
NETTO)
-
SILPA (SURPLUS)+PEMBIAYAAN NETTO -
Sumber: Bendahara Desa Erecinnong
Pada tabel diatas dapat dilihat mengenai APBD Desa Erecinnong tahun
2016,  untuk pembangunan,pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur dan
lingkungan hidup memiliki jumlah anggaran sebanyak Rp. 367.745.500
pertahunnya namun kondisi objektif infrastruktur desa itu tidak ada perubahan
yang signifikan. Maka pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih jeli dalam
mengelola anggaran dan harus melakukan transparasnsi kepada masyarakat.
Adapun terkait proses pengelolaan anggaran desa harus berdasar pada
pasal 3 permendagri No. 37 tahun 2007, di sebutkan bahwa kepala pemerintah
desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili
pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang di pisahkan dengan
kewenangan :
1. Menetapkan kebijakan tentang APBDesa
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2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. Menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa
Kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yang terdiri dari :
sekertaris desa dan perangkat desa21.
Dari proses tata kelola anggaran dana desa diatas maka penulis melihat
tentang tata kelola anggaran dana desa di Desa Erecinnong yaitu anggaran itu di
transfer langsung dari pemerintah kabupaten kemudian anggaran tersebut di
kelola dengan diawasi oleh pendamping desa yang telah ditunjuk 2 orang untuk
mengwasi berjalannya program-program pemerintah. Misalnya dari dana tersebut
yang di anggarkan untuk RAB (rencana anggaran pembangunan) dan RAB
tersebut harus sesuai dengan apa yang di implemmentasikan, karena jika tidak itu
akan menjadi salah satu faktor yang akan menghambat berjalannya pembangunan.
Dan disini sebenarnya adalah peranan penting aparat desa dalam mengelola ADD
agar bagaimana mereka harus jeli mengelola anggaran tersebut agar program-
program desa itu terlaksana  dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan.
21 Sudarni, Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bululoe Kecamatan
Turatea Kabupaten Jeneponto, (skripsi fakultas ushuluddin, filsafat dan poltik universitas islam negeri
alauddin Makassar 2015)
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Berdasarkan beberapa uraian diatas maka pemerintah diharapkan
memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan infrastruktur jalan, jaringan
dan listirk yang dapat mendorong berjalannya roda perekonomian masyarakat
Desa Erecinnong. Karena perekonomian suatu daerah  dapat dipandang baik
apabila pembangunan  yang dilakukan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan
efisien dengan tidak mengedepankan kesejahtraan diri sendiri melainkan
mengutamakan kesejahtraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan
infrastruktur dalam bidang, jalanan, listrik dan jaringan sangatlah penting dalam
kehidupan masyarakat karena dapat menopang aktivitas masyarakat, baik dalam
hal komunikasi dan aktivitas jual beli hasil pertanian dan hasil alam lainnya yang
ada di Desa Erecinnong.
E. Faktor yang menghambat Implementasi pembangunan infrastrktur di Desa
Erecinnong
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dengan tanda-tanda dari
suatu keadaan tertentu yang di anggap kurang dikehendaki menuju ke suatu
keadaan teretentu yang di kehendaki. Bila pemahaman tersebut diaplikasikan di
desa maka pembangunan desa merupakan perubahan pokok yang dilakukan oleh
manusia secara terencana pada suatu kondisi tertentu yang dinilai kurang baik,
kearah yang lebih baik atau lebih diinginkan.
Namun dalam pembangunan sering terhambat dalam proses
implementasinya,  sering kita jumpai adanya hambatan-hambatan, terlepas dari itu
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sama halnya dengan implementasi pembangunan infrastruktur di Desa
Erecinnong dalam pengimplementasiannya juga menjumpai beberapa hambatan.
Dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinniong terdapat
beberapa faktor penghambat berjalannya implementasi tersebut yaitu diantaranya:
1. Keterbatasan Anggaran
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan Anggaran
merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penghambat ketidak
optimalan implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong.
Seperti yang dituturkan oleh kepala Desa Erecinnong dalam wawancara
peneliti dengan beliau bahwa:
“memang dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Desa
Erecinnong ini terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, namun
faktor yang paling berpengaruh yaitu masalah anggaran, yang mana kita
ketahui bahwasanya kabupaten bone adalah merupakan kabupaten yang
terluas di Sulawesi Selatan namun anggaran yang keluar setiap tahun itu
sama dengan kabupaten lain, nah anggaran itulah yang di alokasikan ke 27
kecamatan di kabupaten bone saya fikir itu faktor penghambat yang paling
menonjol, dan ada beberapa diantaran sperti misalnya masyarakat yang tidak
mau bersatu, itu dilihat ketika diadakan gotong royong setiap minggu hanya
bebrapa masyarakat yang ikut serta yang lainnya sibuk dengan urusan
pribadinya padalah gotong royong itu untuk kenyamanan kita bersama22”
Dari hasil wawancara diatas kita ketahui bahwa yang menjadi kendala
utama dalam program pemerintah adalah keterbatasan anggaran, namun hal
diatas dapat terbantahkan jika kita melihat ADD yang mana ADD ini di
alokasikan dengan melihat luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah
22Wawancara Dengan Andi Abd. Rahman (Kepala Desa Erecinnong), Di Dusun Allekkang,
Umur 45 Tahun, 10 April 2017 Pukul 10.33 Wita.
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kemiskinan suatu daerah jika suatu wilayah luas maka ADD nya juga akan
tinggi karena sekarang ini kita mengenal istilah membangun Indoensia dari
desa kalau desa maju maka Indonesia akan maju dan kenapa Indonesia harus
maju? Indonesia harus maju karena sekarang ini ADD sudah tinggi.
2. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe,
sasaran tugas pemerintahan termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan.
Tanpa terjalinnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah
maka akan sangat sulit untuk diketahui apa yang telah dicapai, apa yang akan
diraih serta kendala-kendala apa yang di hadapai dalam suatu pekerjaan. Dan
komunikasi adalah sumber informasi dari pimpinan dalam menginformasikan
berbagai kebijakan yang dibuat atau pun mengenai pembangunan23.
Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut di perjelas oleh
wawancara penulis dengan salah satu informan penulis yaitu :
“sebenarnya salah satu kunci terciptanya kelancaran pembangunan di
desa kita ini adalah peranan komunikasi pemerintah (dalam hal ini kepala
desa dan aparat desa) untuk menyampaikan berbagai informasi tentang
kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa kepada masyarakat
setempat jadi masyarakat bisa turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan
di desa ini24”
Dari hasil wawancara saya dengan informan di atas yang menerangkan
bahwa adanya ketidak lancaran komunikasi antara aparat desa dengan
23Irma Nirwana Bokau, Peranan Komunikasi Pemerintah Dealam Meningkatkan
Pembangunan Di Desa Boyong Atas (Suatu Study Peranan Pemerintah).
24Wawancara Dengan Hasniar, Di Dusun Kampung Baru, Umur 27 Tahun, Tanggal 17 April
2017 Pukul 10.30 Wita
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masyarakat menjadi salah satu faktor terhambatnya implementasi
pembangunan di Desa Erecinnong yang dimana pemerintah desa tidak
menyampaikan informasi atau kurangnya sosialisasi kepada msyarakat. Dan
dalam hal ini penulis menemukan fakta menarik bahwa yang menjadi pemicu
ketidak lancaran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Desa
Erecinnong berawal dari adanya pemilihan kepala desa pada tahun 2011 silam
hingga pemilihan tahun 2016 yang dimana dalam pemilihan itu ada pro dan
kontra tehadap calon terpilih hingga berdampak pada adanya ketidak stabilan
hubungan antara kepala desa menjabat serta komunikasi yang tidak lancar.
Merujuk dari hasil wawancara di atas maka disini penulis melihat empat
isu pokok yang harus di perhatikan dalam implementasi pembangunan
menurut Edward III yang menegaskan bahwa masalah utama implementasi
kebijakan ada pada kurangnya perhatian pelaksana, keputusan kebijakan
publik tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya pelaksanaan yang
efektif. Setidaknya ada empat isu pokok menurut Edward III agar
implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu :
a. Komunikasi
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan di
komunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari
para pihak yang terlibat.
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Dalam proses implementasi suatu program dalam pemerintahan,
maka komunikasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
mendukung berjalannya program tersebut. Bagaimana mungkin suatu
program dapat terlaksana jika komunikasi antara masyarakat dan
pemerintah tidak berjalan dengan baik, maka sangat penting bagi
pemerintah maupun masyarakat untuk memperbaiki komunikasi agar
program-program pemerintah berjalan dengan efektif dan masyarakat
dapat ikut serta dalam program tersebut.
b. Resources
Resources berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya
sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana
kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
Dalam mendukung implementasi kebijakan maka sumber daya
manusia menjadi sangat penting yaitu bagaimana strategi yang dilakukan
oleh pelaksana  kebijakan (dalam hal ini Kepala Desa) agar bagaimana
kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dengan dibantu oleh
aparat-aparat desa seperti misalnya bagaimana Kepala Desa
mengefektifkan kinerja pendamping desa melakukan sosialisasi kepada
masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang akan di implememtasikan
atau terkait program (misalnya program infrastruktur) yang akan
dijalankan agar program-program pembangunan infrastruktur dapat
berjalan dengan optimal.
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c. Disposition (disposisi)
Dispasition berkenaan dengan kesediaan dari implementor  untuk
melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecapakan saja tidak cukup
tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
Kebijakan dilaksanakan tidak serta-merta melainkan ada beberapa
tahapan yang harus di persiapkan, salah satunya yaitu kesediaan
implementor kebijakan, dan dalam melaksanakan kebijakan seorang
implementor juga harus memiliki komitmen. Karena bagaimana mungkin
suatu kebijakan diiplementasikan apabila tidak ada yang bersedia untuk
mengimplementasikannya, setelah seorang implementor bersedia maka iya
juga harus komitmen dengan kesediaannya sehingga kebijakan tersebut
dapat berjalan dengan baik.
d. Struktur birokrasi
Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi
yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.
Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic
fragmention karena ini menjadikan struktur ini menjadi proses
inplementasi menjadi jauh dari dekat25.
Fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan
kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerulukan koordinasi.
Pada umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk
25 Winarno, Budi, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Media Pressindo 2005)
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melaksanakan kebijakan semnakin berkurang kemungkinan keberhasilan
program atau kebijakan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan
infrastruktur yang disediakan pemerintah sehingga kondisinya cepat rusak.
Hal tersebut dapat dilihat hasil wawancara peneliti dengan salah satu
informan yaitu:
“sejauh yang saya tahu dan saya lihat beberapa tahun ini bahwa
memang yang menjadi faktor terhambatnya implementasi pembangunan
infrastruktur di Desa Erecinnong adalah mengenai anggaran, dan ada
beberapa juga yang lainnya seperti masyarakat yang kurang menjaga
infrastruktur yang telah di berikan pemerintah seperti misalnya pos ronda
yang tidak di rawat bahkan di jadikan tempat curhat (di oret-coret) sehingga
kondisinya setahun, dua tahun sudah jelek (rusak)26”
Masyarakat memiliki peranan penting dalam implememntasi program
pemerintah, termasuk dalam bidang pembangunan infrastruktur, salah satu
peran masyarakat dalam pembangunan yaitu dengan memanfaatkan dan
memelihara infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga
infrastruktur tersebut tidak cepat rusak yang nantinya akan direnovasi ulang
dan memakan biaya.
Terlepas dari tiga faktor diatas maka ada beberapa faktor lain yang
yang menjadi penghambat implementasi pembangunan Erecinnong yaitu :
a. Ketidak bersatuan masyarakat Desa Erecinnong, hal ini dapat dilihat
dengan wawancara peneliti dengan kepala Desa Erecinnong yang
26Wawncara Dengan Andi Suriansyah (Bendahar Desa Erecinnong), Di Dusun Allekkang,
Umur 47 Tahun, 11 April 2017 Pukul 1:30 Wita
65
menegaskan bahwa masyarakat Desa Erecinnong itu tidak bersatu salah
contohnya itu jika diadakan gotong royong hanya beberapa yang turut
andil dalam kegiatan itu dan pada dasarnya kegiatan tersebut juga
merupakan untuk kesejahtraan masyarakat sendiri.
b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah, dan
Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi
masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif
terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan di
daerahnya. Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi
program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi, dan
keinginan kelompo kmasyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan diawali oleh adanya sosialisasi yang optimal dari pihak-
pihak yang bertanggung jawab (pemerintah Desa) tentang pentingnya
partisipasi masyarakat dalam pelaksannaan atau perencanaan
pembangunan.
Partisipasi masyarakat menajdi faktor dalam implementasi
pembangunan karena sangat mempengaruhi kelancaran suatu program
serta kepedulian masyarakat terhadap infrastruktur yang telah disediakan
pemerintah juga menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya
pembangunan di Desa Erecinnong.
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c. Konstruksi bangunan yang kurang bagus.
Konstruksi bangunan sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah
bangunan, jika konstruksi sebuah  bangunan baik maka bangunan tersebut
akan bertahan lama (awet). Hal ini tidak terlihat pada konstruksi bangunan
jalan yang ada di Desa Erecinnong (cor)27. Jalanan yang ada di Desa
Erecinnong hanya disemen dengan tinggi sekian centi meter (tipis)
sehingga setahun terkena hujan semenya sudah hilang semua dan kondisi
jalannya berlobang belum lagi dilewati mobil truk sekali dua kali sudah
retak dan batunya terhambur.
Melihat beberapa faktor penghambat  implementasi pembangunan
infrastruktur yang penulis dapat berdasrkan hasil wawancara diatas maka penulis
mencoba mengambil kesimpulan dengan merujuk pada faktor-faktor diatas bahwa
yang menjadi faktor tidak berjalannya pembangunan infrastruktur di desa ketidak
jelian pemerintah desa dalam mengelola ADD (faktor material), kemudian
msyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam program pembangunan pemrintah,
kurangnya sosialisasi di masyarakat tentang program-program yang akan
dikerjakan, dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya
untuk memperlancar berjalannya suatu program dalam pemerintahan maka hal
penting yang harus diterapkan yang menjalin komunikasi yang baik antara
pemerintah dan masyarakat. dan pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada
27 Cor Ini Adalah Sebutan Akrab Yang Di Gunakan Warga Desa Erecinnong Untuk  Jalan Di
Semen.
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masyarakat terkait program-program pembangunan yang telah dan akan dikerja
agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut berpartisipasi dalam program tersebut
dengan meberdayakan pendamping desa, karena tidak berejalannya sosialisasi ke
masyarakat itu disebabkan oleh pendamping desa kurang maksimal dalam
melaksanakan tugasnya.
Menyadari adanya beberapa hambatan dalam implementasi pembangunan
infrastruktur di Desa Ereconnong yang dapat mengganggu jalannya pembangunan
dan pemerintahan desa, maka pemerintah desa seharusnya menerapkan  beberapa
alternatif, seperti:
a. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan
Banyak yang berfikir bahwa transparansi sudah dilakukan dengan
menyebarluaskan suatu program kepada masyarakat atau menempelkan
pengumuman pada lokasi tertentu yang memungkinkan untuk dibaca oleh
sebagian besar komponen masyarakat. Padahal  transparansi perlu diadakan
sosialisasi tentang maksud dan tujua serta manfaat program tersebut, di
perkirakan jumlah dana yang akan dipakai dan lain sebagainya yang bersifat
privasi. Karena jika semua dijelaskan maka akan timbul rasa untuk ikut
berperan serta dalam program tersebut.
b. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat
Komunikasi secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan dan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan melemahkan peran serta masyarakat
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dalam pelaksaan pembangunan. Jika komunikasi antara pemerintah dan
masyarakt tidak terjalin dengan baik maka seringkali kali masyarakat dan
pemerintah tidak sejalan serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam
pembangunan desa.
Jika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik
maka otomatis program-program pemerintah akan tersampaikan kepada
masyarakat (memberikan informasi kepada masyarakat terkait program-
program pemerintah) dan masyarakat pasti memiliki rasa ingin ikut serta
dalam program tersebut, sehingga program-program pemerintah dapat
berjalan dengan baik karena masyarakat dapat turut andil dalam program
tersebut.
Selain pemerinrtah, masyarakat juga harus memiliki beberapa alternative
agar dapat mendukung berjalannya program-program pemerintah khususnya
dalam program pembangunan infrastruktur yaitu antara lain:
a. Masyarakat Desa Erecinnong harus memiliki kesadaran bahwa infrastruktur
yang telah disediakan oleh pemerintah adalah milik masyarakat dan itu
merupakan tanggung jawab bersama, karena infrastruktur yang diadakan oleh
pemerintah menggunakan uang rakyat. Jika infrastruktur tersebut tidak di jaga
dengan baik maka kondisinya akan terawat dan tidak akan mudah rusak.
b. Menumbuhkan rasa solidaritas, seperti misalnya masyarakat Desa Erecinnong
setiap diadakan program gotong royong atau program pemburuan babi setiap
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minggu harus berpartisipasi karena program ini hanya untuk kesejahtaan
masyarakat itu sendiri.
c. Masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam setiap program-program
pemerintah termasuk dalam program implementasi pembangunan
infrastruktur agar program tersebut terlaksana sesuai target dan hasilnya pun
dapat optimal.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan.
Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai permasalahan yang
diteliti yaitu tentang implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong
dan faktor yang menjadi penghambat implementasi pembangunan di Desa
Erecinnong. Dengan adanya penjelsan tersebut maka peneliti mengambil
kesimpulan akhir dari penelitian yaitu :
Hasil peneltian yang didapatkan mengenai implementasi pembangunan
infrastruktur di Desa Erecinnong yaitu bahwasanya implementasi pembangunan
di Desa Erecinnong masih sangat tertinggal jauh atau bisa dibilang tidak optimal,
itu dapat dilihat dari tidak terimplementasinya dengan baik beberapa infrastruktur
di Desa Erecinnong khusunya dalam bidang, jalanan, listrik dan jaringan yang
dianggap sangat meresahkan masyarakat padahal anggaran desa harus merujuk
pada kesejahtraan masyarakat meskipun transparansi masih belum di lakukan
pemerintah setempat. Dari penelitian ini juga dapat dilihat bahwa persepsi
masyarakat tentang implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong
sangat mengecewakan. Harapan mereka tentang implementasi pembangunan jauh
dari kenyataan. Mereka menganggap bahwa anggaran yang sudah di alokasikan
untuk pembangunan belum dapat di nikmati hasilnya, terutama pada bidang
71
jalanan,listrik dan jaringan yang sangat mereka butuhkan yang selama beberapa
tahun terakhir ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Faktor utama yang menghambat implementasi pembangunan infrastruktur
di Desa Erecinnong adalah faktor anggaran, tata kelola anggaran yang tidak
sesuai rencana  sehingga secara aplikatif pembangunan infrastruktur kurang
lancar dan berujung pada tidak efektifnya hasil yng dicapai. Kebijakan politis
pemerintah yang hanya mempekerjakan aparat desa serta kurangnya informasi
yang sampai kepada masyarakat terkait program pembangunan di pandang
sebagai faktor penghambat implememntasi pembangunan infrastruktur di Desa
Erecinnong, serta tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan
masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa turut berpartisipasi aktif dalam
program-progrm pemerintah.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan diatas maka adapun
implikasi penelian yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut:
Pemerintah diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap
implementasi pembangunan imfrastruktur di Desa Erecinnong khususnya dalam
bidang jalanan, listrik dan jaringan yang masih sangat jauh dari kata baik,
misalnya dalam setiap diadakannya musrembang selalu membahas tentang
implemntasi pembangunan di Desa Erecinnong sehingga pembangunan mendapat
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perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten, dan Perlu adanya transparansi
pengelolaan anggaran dari pemerintah desa terhadap masyarakat agar masyarakat
tau peruntukan anggaran yang telah dialokasikan sehingga tidak memicu adanya
persepsi masyarakat yang negatif.
Pemerintah desa seharusnya memperbaiki Hablumminannas atau menjalin
komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat turut
berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah karena peran masyarakat
sangat penting dalam mendukung program-program pemerintah karena seperti
yang diketahui saat ini implementasi pembangunan infrastruktur di Desa
Erecinnong dalam bidang jalan, jaringan dan listrik dianggap tidak optimal
sehingga menghambat kelancaran aktifitas masyarakat. Perlu adanya tata kelola
anggaran dana desa yang transparan dan jeli sehingga anggaran yang ada sesuai
sesuai dengan peruntukannya, atau sesuai dengan (RAB) yaitu dengan cara
pendamping desa harus lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.
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